
BUPATI SIMALUNGUN 
PAMATANG RAYA 

SUMATERA UTARA 
KODE P0OS 2 1 162 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR:  7 TAHUN 2019  

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG 

· KESEHATAN TAHUN 2019  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN, 
Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khu'sus Non Fisik Bidang Kesehatan, pemerintah daerah 
menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Non Fisik Bidang Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 
Bidang Kesehatan Tahun 2019 .  

I .  Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); • 

2. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3, Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tuhun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
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Menetapkan 

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 
244 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

9.  Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 8  tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2 0 1 9  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 223) ;  

l  0. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 14 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

1 2 .  Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2 0 1 8  tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2 0 1 9  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 225) ;  

1 3 .  Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2 0 1 6  
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2 0 1 6  Nomor 4 Seri D Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 7 Tahun 2 0 1 7  tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2 0 1 7  Nomor 7 Seri D Nomor 7);  

14 .  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2 0 1 9  ten tang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang 
Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 
1 1 7 ) ;  

15 .  Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 1  Tahun 2 0 1 7  tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2 0 1 7  Norn or 322). 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TERN1 

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDAN 
KESEHATAN TAHUN 2019  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: • 
1 .  Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DA 

yang bersumber dari pendapatan APBN , adalah dana 
daerah tertentu dengan tujuan untu ~ '3& dialokasikan kepada 

mnembantu m en d  ·  i  khusus yang merupakan urusan daerah dan e n d an ai  egatan 
nasional. sesuai dengan prioritas 
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2 .  Dana Alokasi Khusus Bidang Kcschatan ndalah dana yang 
besumber dari APBN yang dialokasikan untuk  meninkat kan akscs 
dan kualitas pelayanan keschatan yang difokuskan padn pe nurunan  
angka kematian ibu, bayi dan anak, pcnangulangan masalah giz i ,  
serta pencegahan penyakit dan penychatan l ingkungan terutama 

untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin, dan penduduk di 
daerah tertinggal, terpencil, pcrbatasan dan kcpulauan dan dacrah 
bennasaJah kesehatan. 

3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Keschatan yang selanjutnya 
disebut DAK Nonfisik Bidang Keschatan adalah dana yang 
dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan 
program prioritas nasional di bidang kcsehatan yang mcnjadi urusan 
daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kcschatan di 
daerah. 

4.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sclaku 
pengguna anggaran/ pengguna barang. 

5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintahan d i bidang kesehatan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat U PTO 
adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas 
teknis operasional kesehatan dan/ atau tugas teknis penunjang 
kesehatan dari organisasi induknya. 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi­ 
tingginya di wilayah kerjanya. 

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan, 

9. Bantuan OperasionaI Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK 
adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui transfer ke kas 
daerah untuk percepatan pencapaian target program kesehatan 
prioritas nasional melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan 
jaringannye, serta Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 
khususnya Poskesdes/Polindes, Posyandu, Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 
bersifat promotif dan preventif. 

10 .  Program Kesehatan Lainnya adalah kegiatan promotif preventif 
selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan 
program kesehatan prioritas dan disusun melalui proses 
perencanaan tingkat Puskesmas (melalui lokakarya mini) dengan 
memperhatikan kebijakan pembangunan kesehatan nasional 
provinsi dan kabupaten/kota serta kearifan lokal. " 

1 1 .  Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas 
Pmbantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa. ' 

1 2 .  Kegiatan Preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, 
mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan 
meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin. 

• 
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l my 1 

t i t  

ut. m  

I e n o e l u a t u n  ke D u  
s u n  t h  P I  T I  

n  da n a n v  ma uh 

g k a t  PA  da la h  p e a b a t  
r n  u n t u k  m e la k  s a n k . n  
n  I  1  

t n v a  d i s  k t  P A  a d. la h  
m e la k s a n a k a n  n  

a n ga n  p e n g r u n  s o  m  m e la k sa u n a k .a n  n  
s  dan f u n s  SKPD 

P abat Pembuat Komitmen y a n g  s e l a n j u t n y a  dis ingkat  PPK a d a l a h  
pejabat  y a n g  be r t anggungjaw ab  a ta s  p e la k sa n a a n  P e n g a da a n  
Barang Jasa.  •  

9  Pejabat Penatausahaan euangan SKPD y a n g  se l anjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat y a n g  m e l a k sa n a k a n  fungsi ta ta  usaha 
keuangan pada SKPD 

20. B e n d a h a r a  Penge l ua ran  y a n g  s e l a n j u t n y a  disingkat BP a d a la h  
pejabat fungsional y a n g  d i t u n j u k  m e n e r i m a ,  m e n y i m p a n  
membayarkan, menatausahakan ,  dan mempertanggungawabkan 
uang untuk keperluan be lan ja  d a e r a h  dalam rangka p e la k sa n a a n  
APBD pada SKPD 

2 1 .  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiat an yang s e l a n j u t n y a  dis ingkat PPTK 
adalah pejabat pada u n i t  ker ja S K P D  y a n g  me l aks anak an sa t u  a ta u  
beberapa kegiatan d a r i  s uatu program s e s u a i  dengan bidang 
tugasnya. 

2 2 .  Surat P e rm i n t a a n  Uang y a n g  selanjutnya disingkat SPU a da la h  
Surat Permintaan Pencairan Dana BOK Puskesmas d a r i  Kepal a  
Puskesmas kepada Pengguna Anggaran Dinas  K e s e h a t a n  
Kabupaten.  

2 3 .  Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja y a n g  s e la n j u t n y a  
disingkat SPTB adalah s ura t  per nyataan d a r i  k e p a l a  puskesmas 
tentang pertanggungjawaban belanja yang te lah digunakan 

2 4 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sela njutnya disingkat DPA 
adalah dokumen y a n g  m e m u a t  p e n d a p a ta n ,  belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan a n g ga r a n  
oleh pengguna anggaran 

25 .  Rencana Kerja dan Anggaran yang s e l a n j u t n y a  d is i ngkat  KA 
adalah dokumen perencanaan dan penganggar an vang b e r i s it  
rencana p e n d a p a ta n ,  r e n e a n a  be la n j a  prog r am  dan k e i a ta n  SPD 
serta rencana  pembiay aan sebagai dasar p e n y u s u n a n  A P ]  

26. Kerangka Acuan Kerja yang s e la n j u t n y a  d i s i n g ka t  K A K  a d a la h  
dokumen p e r e n c a n a a n  k e g a ta n  y a n g  b e r i s i  p e n j e la s a n  m e n  
pa, mengapa, s iap a ,  ka p a n ,  di ma n a ,  b  de n  

perkiraan b i a v a n y a  su atu  ke t 
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(2) DAK N o n f i n i k  I i d a n  K e n c h t n  n c b n n t m w n  limalnud p a l a  n v a t  

( I )  d i t c t a p k n n  m e l a l t t  R e t t a  e t j a  I ' e m e r i n t a h  

I ' n l  '  

( I ) D K  N o n tu a k  A i da n  K c n c h u t a n  « h i b e t t l a n  e p a d a  d a e r a h  u n t u l  
t n i e m D n t u  m i t t  k t [ t u t  n  I l u m t tn  Y a p  m e t  p l  n 1  t 1 1 t I + 1 t 1  

l a e r a h  d a n  a e n t t a t  le  m a n  p o t 1 f i n  p w  m u 1 b a n g m m a n  k w n e h a t m  

n a t o t a l  

l ' a n l  

( I )  DAK N o n fi i k  I i d a n g  K c n c h a t a n  t e t d i t t  a t  

a.  D a n t u i a n  o p r r n n i o m u l  k w n c h t ,  

b .  j a m i n a n  p e r s n l m u t ,  la t  

c  a k r e d i t u n i  f a n t l i t u n  p e l a y n u n  k e e h u t + t  
(2) Bantuan operanionnl k c n c h u t n n  c b a g n i m u m n  d i m a k u d  p a d ?  a v a t  

( I )  h u r u f  a  d i u t u m n a k a n  u m n t u l  u p u y a  k e s w h t a n  b e t i fa t  p o m o t t l  lat 

preventif, y a n g  m e h i p u t t  

a .  b a n t u a n  o p e r n i o n n l  kcnc hu tun  p w m e r i n t h  d a c r n h  p r o v i s t ,  
b .  bantuan o p e r a s i o m a l  k e e h u t a n  p c m w t i n t n h  d acta l  

kabupaten/kota ,  dam  

c ,  bantuan o p c r a s i o m a l  k e n c h a t n n  I ' u n k e m a  
(33) ERantuan o p e r a t i o n a l  k e n w h u t u n  p m e t i n t n h  l a e r n h  p r o v i n s i  

sebaaimann d i m a k u i d  p u t la  a y a t  ( )  I t u l  a  d i a ra h l a n  u n t u l  
mendukung o p e r a t i o n a l  f u n g s t  r u j u t l a n  U p a y n  K e e h a t a n  

Masyarakat t e r m i c t  

(4) Bantuan o p c r a s i o n a l  k c n c h a t n n  p e m e t t t a h  d a e r a h  l e b u p a t e n , ' o t  

scbaaimana d i m u k u d  pu t da  a y a t  () I u r u f  b  d i u r a h ka n  u n t u l  

mendukun 

t operasionu l  f u t / t  t u j u t k a t  U / p a y  Ke e h . t  1 1 1  M o ·v u  a l t  
sekunder, 

b manajemnen [ w i l t 1 t i  o p e r n s t o t , l  ke e l . t  t 1  l  I  11 1  a m t . t r  

p e r s a l i n a n ,  

Dipindai dengan Cam9canner 



c. konvergensi penurunan prevalensi stunting, ke 
d .  distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis paka 

Puskesmas; dan . 
e.  pemanfaatan aplikasi logistik obat dan bahan medis habis paka 

secara elektronik. ~  sud 
(5) Bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaks 

pada ayat (2) huruf c diarahkan untuk mendukung operasional 
Upaya Kesehatan Masyarakat primer. 

Pasal 4 

Jaminan persalinan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( l )  
huruf b diarahkan untuk: 
I .  rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan keschatan yang kompeten; 
2 .  pertolongan persalinan, keluarga berencana pasca persalinan dan 

perawatan bayi baru lahir;  dan 
3 .  sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran. 

Pasal 5 
( 1 )  Akreditasi fasilitas pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf c terdiri atas: 
a. akreditasi Puskesmas 
b. akreditasi Rumah Sakit; dan 
c. akreditasi laboratorium kesehatan. 

(2) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 
diarahkan untuk kegiatan: 
a .  workshop pendukung implementasi akreditasi Puskesmas; 
b. pendampingan pra survei akreditasi; 
c. pendampingan pasca survei akreditasi; 
d .  survei akreditasi perdana; dan 
e. survei ulang akreditasi (survei re-akreditasi). 

(3) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 
b diarahkan untuk kegiatan: 
a. workshop akreditasi Rumah Sakit; 
b . bimbingan akreditasi Rumah Sakit; 
c. survei simulasi; 
d. survei akreditasi Rumah Sakit; dan 
e. survei ulang akreditasi (re-akreditasi). 

(4) Akreditasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 
c diarahkan untuk kegiatan : 
a. workshop akreditasi laboratorium kesehatan · 

, 

b . bimbingan akreditasi laboratorium Kesehatan • 
, 

c. survei simulasi ; dan 
d.  survei akreditasi laboratorium kesehatan. 

Pasal 6 
Mekanisme Pencairan Dana BOK Puskesmas d apat diajukan melalui 

Pasal 7 

Rekening BOK Puskesmas adalah Rekening pada Bank • 
(2) spesimen tanda tangan yaitu k ep al  BNI ,  dengan dua 

pe Ia puskesmas dan pengelola BOK. 

Dipindai dengan Cam9canner 
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BAB II 
PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN 

Pasal 8 
( I )  Per.gelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliput i  

a penyusunan rencana kegiatan;  
b. penganggaran, " 
e pelaksanaan 

d pemantauan dan evaluasi, dan • 

e pelaporan. 
(2) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada a y a t  ( 1 )  huruf a,  Pemerintah Daerah penerima DAK 
Nonfisik Bidang Kesehatan melakukan sinkronisasi rencana 
kegiatan dengan Pemerintah Pusat. 

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  huruf a 
paling sedikit memuat: 
a. menu kegiatan; 
b. rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; • 
c.  volume kegiatan; 
d. lokasi kegiatan; dan 
e. keterangan. 

(4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana 
kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan kepada Kementerian 
Kesehatan. 

(5) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diajukan dengan menyertakan: 
a.  surat pengantar dari kepala daerah; 
b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; 
c. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah 

provinsi bagi kabupaten/kota; 
d.  telaah perubahan dari kepala dinas kesehatan/direktur rumah 

sakit daerah/kepala balai pelatihan kesehatan daerah; dan 
e .  data pendukung lainnya. 

Pasal 9 
( 1 )  Dalam rangka penganggaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 )  huruf b, pemerintah 
daerah menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD 
perubahan yang mengacu pada rincian Alokasi DAK Nonfisik Bidang 
Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri. 

(2) Dalam menetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  menteri mengacu pada rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap 
tahun oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 1 0  
( 1 )  Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( l )  huruf c ,  Dinas 
Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan UPTD 
melaksanakan masing-masing kegiatan DAK Nonfisik Bidang 
Kesehatan. 

(2) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebaguimnana 
dimaksud pada ayat ( l )  dilakukan setelah usulan rencana kegiatan 
D'K Nonfisik Bidang Kesehatan mendapat persetujan dari 
kementerian kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l )  dilaksanakan sesuai dengan petunjuk t e kn i s  
penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan scbaga1mana 

b . tidak tercantum dalam lampiran yang merupakan agan 
terpisahkan dari peraturan bupati ini .  

BAB Ill 

PENGORGANISASIAN 

Pasal 1 1  

Organisasi Pengelola Keuangan Dana BOK kabupaten adalah: 
a .  PA; 
b. KPA; 
C.  PPK; 
d .  PPK-SKPD; 
e .  BP;dan 
f. Staf pengelola. 

Pasal 1 2  
(  1 )  Togas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, khusus 
KPA juga melaksanakan tugas sebagai berikut: 
a .  Mewak.ili PA dalam hal membina dan melakukan pengawasan 

pelaksanaan BOK di puskesmas; 
b . Mewakili PA dalam hal mengkoordinir PPTK dalam melaksanakan 

• tugasnya; 
c. Mewak.ili PA dalam hal mengkoordinir PPTK untuk membuat 

laporan baik realisasi anggaran maupun pencapaian kinerja; dan 
d. Mewakili PA dalam hal mengkoordinir PPTK menyusun Proposal 

BOK tahun akan datang. 

Pasal 1 3  

Organisasi Tim Teknis Pelaksana BOK Kabupaten adalah: 
a. PPTK;dan 
b. Staf. 

Pasal 14 
( 1 )  Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1  mengacu 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 

2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
'om9_I Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daer . 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di ta • melaksanakan tugas sebagai berikut: a r ts  juga 
a. Menyiapkan bahan-bahan kebutuhan dukungan manajemen di kabupaten; 
b. Menyiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi/bit 5l 

kegiatan BOK Puskesmas; imtel juknis 
c. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan m i t c  -:  on1coring;  
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d.Mcnyiapkan dan 1 a , ,  mcnycicnggaraan 
dan 

egiatan cvaluasi program; 

e. Merencanakan dan menganggarkan kebutuhan dukungan 
manaemen kabupaten tahun depan. 

Pasa! 1 5  
Organisasi Pengelola Keuangan Dana BOK Puskesmas di kabupaten 
adalah: 
a. PA; 
b. PPK-SKPD; 
c. BP; 
d .  Staf pengelola. 

Pasal 1 6  
(  1 )  Tugas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pad a Pasal 13  

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  
Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, juga 
melaksanakan t1gas sebagai berikut: 
a. Melakukan verifikasi SPU bescrta lampirannya; 
b.  Melakukan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan 

BOK dari Puskesmas; 
c. Bilamana diperlukan, melakukan verifikasi bukti 

pertanggungjawaban pelaksanaan BOK di Puskesmas. 

Pasal 17  
Organisasi Tim Teknis Dana BOK Puskesmas di kabupaten adalah: 
a. PPTK;dan 
b. Staf. 

Pasal 1 8  
( 1 )  Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 5  mengacu 

pada Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman ?engelolaan Keuangan Daerah sebagairnana teJah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 
2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, juga 
melaksanakan tugas sebagai berikut: • 
a. Melaksanakan kegiatan BOK sesuai kebijakan nasional; 
b. Menyusun besaran alokasi/realokasi dana BOK per Puskesmas; 
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan BOK tingkat kabupaten dan Puskesmas: 
d .  Melakukan sosialisasi BOK tingkat kabupaten dan Puskesmas;  
e. Melakukan verifikasi RKA BOK Puskesmas; 

f. Melakukan pemeriksaan awal pertanggungjawaban BOK 
Puskesmas sebelum diverifikasi oleh pengelola keuangan 

kabupaten; 
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• 

g. Melakuken monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, 
pembinaan dan pengendalan pelaksanaan BOK di Puskesmas. 
dan 

h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK di 
kabupaten kepada Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi tembusan 
Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat. 

• 

Pasal 1 9  
Organisasi Pengelola Keuangan BOK Puskesmas adalah 
a. Kepala/Pimpinan Puskesmas sebagai Penanggungjawab Kegiatan, dan 
b. Pengclola BOK Puskesmas: 

' 

Pasal 20 
( I )  Tugas Penanggungjawab Kegiatan BOK Puskesmas adalah: 

a. Menyampaikan RKA hasil lokakarya mini di akhir tahun anggaran 
berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan; 

b. Membuat SPU kepada KPA Dinas Kesehatan Kabupaten dengan 
melampirkan RKA hasil lokakarya mini; 

c. Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di 
Puskesmas danjaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan 

• 

yang 

dapat tidak 

Posyandu; 
d. Menandatangani semua kuitansi pengeluaran; 
e .  Bersama dengan Bendahara BOK Puskesmas menandatangani cek 

rekening giro untuk pencairan Dana BOK Puskesmas di Bank BNl 

Cabang Pamatang Raya; 
f. Bertanggungjawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana 

BOK di tingkat Puskesmas; dan 
g. Membuat Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM). 

(2) Tugas Pengelola BOK Puskesmas adalah: 
a. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang 

yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai; 
b. Mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran 

(kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan; 
c. Melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara 

Pengeluaran Satker BOK Kabupaten, berupa laporan realisasi 
keuangan puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti 
pengeluaran di puskesmas yang telah ditandatangani bersama 
dengan Penanggungjawab Kegiatan; 

d. Mengembalikan sisa uang yang 
d·pertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran untuk 
disetorkan ke kas daerah; 

e. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peraturan 
berlaku; 

f. Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli 
pertanggungjawaban keuangan; dan 

g. Membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas Tunai, 
Buku Pembantu Bank dan Buku Pajak; dan 

h. Membantu semua tugas Penanggungjawab Kegiatan dalam 
melaksanakan teknis kegiata.n BOK di puskesmas. 
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A 3  I V  

ALUR PENCAIRAN DANA 

Pasal 2 1  
Mckanisme pencairan Dana BOK Kabupaten sama scperti pencairan 
APBD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah 
scbagaimana tclah diubah terakhir dengan Peraturan Menter i  Da lam 

Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. • 

Pasal 22 
Tahap pertama sebelum pencairan puskesmas segera membuka 
rekening atas nama BOK Puskesmas dengan membawa surat pengantar 
dari Dinas Kesehatan Kabupaten, SK Kepala Puskesmas dan SK 
Pengelola BOK Puskesmas. 

Pasal 23 • 

Alur mekanisme penca iran Dana BOK Puskesmas yaitu:  
(  1 )  PPTK merekap pengajuan SPP permintaan dana d a ri  puskesmas .  

PPTK mengajukan SPP kepada PA/KPA sesuai dengan mckamsme 
pencairan APBD murni dengan melampirkan berkas Rckap rencana 
pcncairan per puskesmas dan Berkas Pertanggungjawaban Belanja;  

(2) Bcndahara mengajukan SPM ke DPPKAD Kabupaten Sima lungun 
untuk diterbitkan SP2D; 

(3) DPPKAD menerbitkan SP2D masuk kc rckening BP; 
(4) BP mengeluarkan dana senilai SP2D yang terb i t  untuk  ditransferkan 

ke Rekening Giro BOK masing-mas ing puskcsmas,  dan 
(5) PPTK Puskesmas bersama dengan Pengelola HOK Puskesmas 

menandatangani  Derkas pencairan untuk mencairkan uang  di bank,  

BAB V 

PEMANTAUAN DAN EVALUASL  

Pasal 24 
Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melakukan pemantauan dan 
evaluasi secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangan mas1g 

masing.  

BAB IV 
PELAPORAN 

Pasal 25 
( l )  Kepala dacrah menyampaikan laporan pelaksanaan kegatan dun 

penggunaan DA Nonfisik Bdang Kesehatan setap trwulan,  ementer, 
dan tahunan kepada menteri vang menvelemgarakan urusan 
pemerintahan bdang keuannn ,  dan menten yang menvelenmggarakan 
urusan pemerintahan dalam neer 

() Laporan triwulan dan semestcran scbagaimana dimaksud pada ayat ( l H  
mnemut jen i s  keiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, dan 
permasalahan d a l a rm  pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. 
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(3) Diundangkan di Pamatang Raya laporan triwulan dan laporan 
semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat­ 
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan dan a k h i r  
semester. 

() Laporan tahunan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  memuat hasil kinerja I (satu) tahun meliputi 
realisasi keuangan dan capaian kegiatan. 
laporan tahunar. DAK Nonfisik Bidang Kesehalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten 
kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 
pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya. 

(5) Selain ketentuan penyarnpaian Iaporan sebagaimana dimaksud pada a y a t  
(  1 ),  µntuk bantuan operasional kesehatan dan jaminan persahnan 
diwajibkan untuk membuat Iaporan rutin bulanan capaian program 
sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan rencana strategi 
Kementerian Kesehatan dengan menggunakan format, mekanisme ,  dan 
ketentuan yang sudah ditetapkan. 

(6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (6), 
untuk 'akreditasi Puskesmas, akreditasi Rumah Sakit, dan akreditasi 
laboratorium kesehatan, serta distribusi obat dan bahan medis habis 
pakai, harus menyampaikan laporan kepada pimpinan un it  utama terkait 
di lingkungan Kcmenterian Kesehatan .  • 

B A B V  
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Simalungun. • 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal& PERuaR1 2 0 1 9  

BUPATI SIMALUNGUN, 

dto. 

J.R SARAGIH 

iundangkan di Pamatang Raya 
ada tanggal 8 Fora¢ 2019 

PURBA 
E &.l!IU1mu1:__ ATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 318 

Dipindai dengan Cam9canner 


